
Menimbang : a.

BUPATI BANGI(A SELATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR I TAHUN 2OL6

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2016, merupakan perwujudan dari Rencana l(erja

Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam

Kebijakan Umum Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacral-r

serta Prioritas dar-r Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016

yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah

dengan Dcwan Pcrwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 1B

November 2015;

bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 65 ayat (2)

huruf b dan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Bangkei

Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjndi

Peraturan Daerah;.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksurd

dalam huruf a dan hurul b, perlu menetapkan PcraLurarrr

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah

Tahun Anggaran 2016;

;

I

b.

C,



.1c:-rgingat

i. Undang-Undang Nomor 27 'l'ahun 2OOO [cntang

Pembentukan Provinsi Kcpulauan Berngka Beiiturng

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nornor

277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aBs);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO3 tentang Pcmbentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,

Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bclitung Timurr di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tcntar-rg Kcuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesizr

Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tenlerng

Pcrbendaharaan Negara (Lcmbaran Ncgara Rcpublik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran

Negara Rcpublik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Ncgaira

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nornor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

aaoo);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 Lcntang Sislcn-i

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ncgzlrel

Rcpublik Indonesia Tahun 2OO4 Nclmor 1O4, Tambahar-r

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa2l);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangzrn

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pcmcrintarhar-t

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Ncgara Rcpublik lndoncsia

Nomor aa3$;

2.

.J.

f-

4.

5.

6.

7.



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentatrg

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar:rn

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol l Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomc>r

532a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O\4 tentang

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsi:r

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neg:trz'r

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Ncgara Republik Ir-rdonesia

Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarar

Rcpublik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tcntang Danet

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcm

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republil<

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaratn

Negara Republik Indonesia Nomor a576);

12. Peratnran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ter-rtangl

Pengclolaan Keuangan Daerah (Lemba-rran Negara Rcpurblik

Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan I-embarart

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Tahun 2005 tentar-rg

Pedoman Pcnyusunan dan Pcnerapan Standar Pclayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun

2005 Nomor a585);

74. Peraturan Pemerintah Nomor 79 l'ahun 2005 Lentarng

Pedoman Pembinaan dan Pengawasarn Pcnyele nggaralur

Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncg:rra Republil< Indoncsia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Ncgarz,t

Republik Indonesia Nomor a593);

9.



i5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemcrintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 N<>mor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomi>r

a61a);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Ncgarzr

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 723, Te-rmbaharr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O11 tcntang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20ll Nomor 59, Tambahan Le mbaran Ncgarit

Rcpublik Indonesia Nomor 5219);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2A11

tcntang Perubahan Kedua atas Pcraturan Menteri Dalam

Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pcngektlaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun

2O1,1 Nomor 310);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan N<>mor 20

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengclolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Iiabupaten Bangka Selatan

Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintarhan Yang Menjardi

Kernenangan Kabupaten Bangka Selatar-r (Lembaran Dacrah

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2OOB Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Menetapkan :



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daernh

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn

Bangka Selatan sebagai

Pemerintahan Daerah.

unsur penyelenggara

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupatcn

Bangka Selatan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ,yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rcncana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjuLnya

disingl<at TAPD adalah tim yang dibentuk dengilrr

kcputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sckrc[aris

daerah yang mempunyai tugas menyiapkan scrtrr

melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pcjabat.

perenc€rna daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai

dengan kebutuhan.

8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA

adalah dokumen yang mcmuat kebijakern bidang

pendapatan, bclanja, dan pembiayaan scrta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yanil selar-rjutnl,rr

disingkat PPAS adalah rancangan program pri<>riLas dan

patokan batas maksimal anggaran yang cliberikan kepaclir

SKPD untuk setiap program scbagai acuan dalam

penyusunan RKA-SKPD sebelum discpakat.i dengan DPRD.



10. Rencana kerja anggaran SKPD yang selanjutnya disingkaL

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana

belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1i. Program adalah penjabaran kcbijakan SKPD dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lcbih kcgiatan c'lcngarr

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur scsuai dengan misi SI(PD.

12. Kegiatan adalah bagian dari program ),ang clilaksz,tnakan

oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagiern

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumbcr claya

baik yang berupa personil (sumber dzrya manusia), barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, at:rur

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumbcr deiyzr

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghaisilkan

keluaran (output) dalam bentuk bararng/ jasei.

13. Sasaran (targct) adalah hasil yang diharapkan dari su:rtu

program atau keluaran yang diharapkan dari suaLur

kegiatan.

14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan

olch kcgiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

bcrfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan daiam salui

program.

76. Pendapatan adalah semua penerimaan Rckening Kars

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lcbil-t

dalam periode tahun anggaran yang bersarngkut:rn )/ang

menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dib:ryar

kembali oleh pcmerintah daerah.

17. Bclanja adalah semua pengcluaran dari Rckcning Kas

Umum Daerah yang mengurangi Sarldo Ar-rggaran l,cbih

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang t.idak

akan diperoleh pembayarannya kembali olch pemcrintatr

daerah.



18. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara

pendapatan daerah dan belanja daerah.

19. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan

daerah dan belanja daerah.

20. Pembiayaan Daerah adalah semua pcnerimaan yar-rg pcrlur

dibayar kembali danl atau pengeluaran yang akan ditcrima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

21,. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuaL

pendapatan, belanja dan pembiayelan yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

. 
anggaran.

22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD ),anlj

selanjtnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumc:n yanil

memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaarn

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan

anggaran oleh pengguna anggaran.

23. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arLls kas masul<

yang bersumber dari peneriman dan perkiraan arus kas

keluar untuk mengatur ketcrsediaan dana yang cukup

guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periodc.

24. Surat Pcnyediaan Dana yang selanjutnya disingl<at SPD

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana unLuk

melaksanakan kegiatan sebagai dasar pcncrbitan SPP.

BAB II
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

(1) Stn-rktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daererh

merupakan satu kesatuan terdiri dari:

a, pendapatan daerah;

b. belanja daerah; dan

c. pcmbiayaan daorah.



(2) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasilikasikan

menurut urlrsan pemerintahan daerah dan organisasi yang

bertanggung jawab melaksanakan Lrrusan pemerintahan

tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undar-rgan.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Dacrah

Rp.833.010.s4 5.232,-

Rp.923.479.540.330,-

Surplus/ (defisit) Rp.(90.a68.995.098,-)
3. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan Rp.96.968.995.098,-

b) Pengeluaran Rp. 6.500.000.000,-

Pembiayaan Netto Rp. 90.468.995.098,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp.

Pasal 4
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal il

terdiri dari :

a, Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 40.028.49I.437,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.71 1.856.466.620,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Rp. B 1.125.587. i B 1 ,-

Sah sejumlah

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah Rp. 13 .924.976.048,-
b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 7 .261 .637 .52O,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan Rp. 3.699.898.24O,-

daerah yang dipisahkan sejumlah
d. Lain-lain pendapatan asli daerah Rp.15.141.979.623,-

yang sah sejumlah



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimerksud pacla a),ElL

huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak / bukan

(1)

b.

C.

pajak sejumlah
Dana alokasi umum sejumlah
Dana alokasi khusus scjumlah

a. Belanja Tidak Langsung sejurmlah

b. Belanja Langsung sejumlah

Rp. 86.108.770.000,-

Rp.465. 182.700.000,-

Rp.160.564.996.620,-

Rp.403.775.989.447 ,

Rp.5 79.703.550.889,

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah scbagaimaner

dimaksud pada ayat (1) hurul c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. 0,-
b. Dana darurat sejumlah Rp. O,-

c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp.26.053.O74.181,-
d. Dana penyesuaian dan otonomi Rp. O,-

khusus sejumlah
e. Bantuan keuangan dari provinsi Rp.21.635.520.00O,-

atau pcmerintah daerah lainnya
sejumlah

f. Bantuan Keuangan untuk Desa Rp.33.436.993.000,-
dari Pemerintah Pusat.

Pasal 5
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri

dari :

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada eryert (1)

huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah
b. Belanja bunga sejumlah
c. Belanja subsidi sejumlah
d. Belanja hibah sejumlah
c. Belanja bantuan sosial sejr-rmlah

f. Belanja Bagi Hasil kepeida

Rp.305.333.179.3O2,

Provinsi/ Kab lKota, Pemdes

&Parpol
g. Belanja bantuan keuangan Rp.

sejumlah
h. Belanja tidak terduga scjumlah Rp

IRlr

Rp.

Rp.

Rp.

IRp.

0,
' 0,-

5.095.800.000,-
204.000.000,-

2.118.66t.357,-

89.290.79r.863,

1.733.556.919,



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hururl-

b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 101 .005.353.800,-
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 158.952.I43.505,-
c. Belanja modal sejumlah Rp.259.746.053.584,-

Pasal 6
(1) Pembiayaar, Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

terdiri dari :

'a. Pencrimaan sejumlah
b. Pengcluaran scjumlah

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp.96.968.995.098,-
sejumlah

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah Rp. 0,-

yang dipisahkan sejumlah
d. Penerimaan pinjaman daerah Rp. 0,-

sejumlah
e. Penerimaan kembali pemberian Rp. 0,-

pinjaman sejumlah
l. Penerimaan piutang daerah Rp. 0,

sejumlah

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kr

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan Rp. 0,-

sejumlah
b. Penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah sejumlah IRp.6.500.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,-
d. Pemberian pinjaman daerah Rp. 0,-

sejumlah
e. Pembayaran Hutang kepada Pihak Rp. 0,-

Ketiga

Pasal 7
(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Ayat (2) huruf h dipergunakan untuk menangani
permasalahan dalam kategctri mendesak atau darurat.

Rp.96.968.995.098,-
Rp. 6.500.000.000,-



(2) Kriteria permasalahan dalam kategori mendesak atau
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (i )

adalah :

a. bukan merupakan kegiatan normar dari aktivitas
Pemerintah Daerah;

b. tidak diharapkan terjadi secara bcrulang_ulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh pcmerintah Dacrah;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oreh keercraan
darurat.

Pasal 8
uraian lcbih ianjut Anggaran pcndapatan cran Berar-rja Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam pasar 3, tercantum ciarar,
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I
2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Larnpiran V :

6. Lampiran Vi

7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

Ringkasan APBD;
Ringkasan APBD mcnurut Urusan
Pemerintah Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD mcnurut Urusan
PcmcrinLarh Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Beianja clan pembiayaern;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, program
dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Kctcrpaduan Urusarr
Pemerintah Daerah dan F.ungsi clalanr
Kerangka Pengelola Keuangan Negara;
Daftar Jumlah pegawai per Golongan
dan Per.Inbatern;
Darfti:r Piutang Dacrah ;

Daftar Pcnycrtaan Modal (invcst.asi)
Daerah;

Daftar Perkiraan pcnambahan c]an
Pengurangan Aset'letap Daerah;
Daftar Perkiraan penambahan clan
Pengurangan Aset lainnya;
Daftar kegiatan-kcgiatan tahun arnggarutn
sebelumnya yanfi bclum discleslrikan
dan dianggarl<an kembali clalam Lahur-r
anggaran ini;

10.

11.

Lampiran X

Lampiran XI



12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

: Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi

Daerah;

Pasal 9
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 14 Januari 2016

{ Pi. BUPATT BANGI(A SELATAN,

X

Diundangkan di Toboali
pada tanggal t4 Januari 2OL6

PIt. SEKRETARIS DAERAH
IIABUPATEN BANGI(A SELATAN,

\r,'
LEMBARAN DAERAH I{ABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR I

NOREG PERATURAN DAERAH I{ABUPATEN BANGI{A SELATAN PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR TAHUN 20^16
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